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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelesaikan masalah kepemilikan tanah yang sering terjadi di Indonesia. 

Banyak hal yang dapat menyebabkan kondisi ini, seperti tata kelola pertanahan yang tidak terstruktur, klaim 

tumpang tindih, dan status kepemilikan yang tidak jelas. Tujuan UUPA adalah untuk menjamin kepastian hukum  

dan mengatur pendaftaran tanah di seluruh Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria adalah salah satu undang-undang utama di Indonesia yang mengatur 

kepemilikan tanah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan analisis yuridis normatif melalui kajian 

kepustakaan dan analisis peraturan-undangan. Data yang digunakan bersumber dari putusan Pengadilan Negeri 

Makale Nomor 02/Pdt.G/2017/PN Makale. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perkara ini, unsur 

pemenuhan lebih condong pada kepastian hukum, akan tetapi kurang dalam unsur pemenuhan kemanfaatan. 

Hakim dalam putusannya haruslah juga mempertimbangkan terhadap dampak sosial dari putusan tersebut dimana 

dapat mengakibatkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat atau pihak-pihak yang terdampak. Hakim dapat 

mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari keputusannya, berusaha mencapai hasil yang lebih adil dan 

bermanfaat bagi masyarakat luas.  

Kata Kunci: Sengketa ,Hak Milik ,Tanah 

 

1. Pendahuluan 

Timbulnya rasa tidak puas terhadap suatu putusan serta adanya pihak atau beberapa 

pihak yang merasa haknya diabaikan oleh kepentingan orang lain merupakan awal mulanya 

sengketa. Perbedaan terhadap kepentingan, pendapat, pertengkaran dan perbantahan 

merupakan penyebab suatu konflik. Munculnya sengketa hukum atas tanah berawal dari 

pengaduan oleh satu pihak dapat berupa orang maupun badan hukum yang menjelaskan 

keberatan dan tuntutan hak atas tanah akan status tanah, dimana untuk memperoleh 

penyelesaian secara sesuai dengan aturan yang ada. Berkaitan dengan hal tersebut, demi 

kepastian hukum yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Aturan Dasar 

Pokok Agraria, maka terhadap kasus mengenai tanah yang ada di tanah air saat ini antara lain 

dapat diberikan cara penyelesaian secara adil dan seimbang terhadap pihak yang bersengketa. 

Menurut ahli Rusmadi Murad, definisi sengketa tanah yaitu sebagai sengketa hak atas tanah, 

yaitu: 

“Timbulnya sengketa hukum yang bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang atau 

badan hukum) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status 

tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian 

secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku”. 1 

Sengketa merupakan perbedaan pendapat antar para pihak yang dimana perbedaan tersebut 

memiliki akibat hukum. Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Dengan kata 

lain sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam 

lingkup lokal, nasional maupun internasional. Berdasarkan pemahaman ini, setidaknya harus 

 
1 Rusmadi Murad, 1991, Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah, Bandung : Alumni, hlm.2. 
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ada dua pihak yang terlibat dalam sengketa. Kedua belah pihak tersebut harus memiliki 

pendapat masing-masing dalam memahami suatu hal yang saling dipertahankan dan belum 

memiliki titik temu. Tidak ada kualifikasi mengenai subjek hukum yang berwenang untuk 

bersengketa. Oleh karena itu, semua subjek hukum memiliki potensi untuk bersengketa. 

Akibatnya tidak hanya berupa sanksi hukum saja, namun juga terhadap sengketa yang 

akibatnya berupa sanksi sosial (social sanction).2 

Dalam perkara perdata, setidak-tidaknya ada dua pihak yang terlibat langsung dalam 

perkara dan persidangan. Yaitu pihak penggugat atau beberapa pihak penggugat, dan lawannya 

yang disebut pihak tergugat atau beberapa pihak tergugat. Pihak yang mengajukan perkara ke 

badan peradilan adalah penggugat. Selain itu, tergugat adalah pihak yang digugat karena telah 

mengakibatkan timbulnya kerugian terhadap penggugat. Penggugat ini disebut Leiser 

(Belanda), Penggugat dapat terdiri dari seorang atau lebih dari beberapa orang. Lawan 

penggugat disebut tergugat atau Gedagde (Belanda).3 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebelum dilakukan perbuatan 

hukum yang bersangkutan dan dibuat aktanya, isi sertifikat wajib disesuaikan dengan data yang 

ada di Badan Pertanahan Nasional. Hal tersebut wajib dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta 

Tanah yang akan membuat aktanya. Jikalau memang sesuai, maka benar sertifikat itu 

diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, pada halaman 3 sertifikat dicantumkan 

pernyataan mengenai kebenaran kesesuaian data yang bersangkutan. Badan Pertanahan 

Nasional pada tiap halaman sertifikatnya akan dibubuhkan catatan apabila yang ditunjukkan 

itu bukan terbitan Badan Pertanahan Nasional, bahwa sertifikat tersebut bukan diterbitkan oleh 

Badan Pertanahan Nasional. Sengketa Agraria dan pembentukan lembaga sejenis didaerah 

sebagaimana yang pernah diusulkan oleh berbagai kalangan, kiranya menjadi relevan untuk 

semakin didesakkan, terlebih jika pemerintah memang benar-benar berkehendak untuk 

menjalankan reformasi agraria secara serius. Dari permasalahan yang ada, BPN mencatat ada 

2.810 kasus sengketa tanah yang berskala nasional, maka dapat dibayangkan bagaimana 

hebatnya bom waktu yang akan meleda.k jika. ka.sus-ka.sus tersebut tida.k segera. diselesa.ika.n 

denga.n ba.ik da.n komprehensif. 4 

 

2. Rumusan Masalah 

1. A.pa. sa.ja. ha.l-ha.l penyeba.b terja.dinya. sengketa. kepemilika.n ha.k a.ta.s ta.na.h? 

2. Ba.ga.ima.na. pertimba.nga.n Hukum Ha.kim terha.da.p putusa.n MA. No.02/Pdt.G/2017/PN 

Ma.ka.le 

 

3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengeta.hui penyeba.b terja.dinya. sengketa. kepemilika.n ha.k a.ta.s ta.na.h. 

2. Untuk mengeta.hui ba.ga.ima.na. pertimba.nga.n hukum ha.kim terha.da.p putusa.n MA. 

No.02/Pdt.G/2017/PN Ma.ka.le dika.ji denga.n teori kema.nfa.a.ta.n sehingga. terha.da.p 

sengketa. ta.na.h tersebut ya.ng suda.h la.ma. berla.njut da.pa.t menda.pa.tka.n solusi seca.ra. ba.ik 

da.n da.ma.i.  

 
2 Nuriyanto, Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dan Arbitrase Sebagai Pembaharuan Mekanisme 

Penyelesaian Sengketa Perdata, https://nuryantoadaim.wordpress.com/2016/04/07/alternative-penyelesaian-

sengketa-aps-danarbitrase-sebagai-pembaharuan-mekanisme-penyelesaian-sengketa-perdata/ , diakses pada 23 

januari 2025 
3 Hukum Acara Perdata, Istilah Pihak-pihak dalam Hukum Acara Perdata, 

http://www.hukumacaraperdata.com/gugatan/istilah-pihak-pihak-dalam-gugatan-perdata/ , diakses pada 23 

januari 2025 
4 Boedi Harsono, 2025, Hukum Agraria Indonesia; Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi 

dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, hlm. 165. 

https://nuryantoadaim.wordpress.com/2016/04/07/alternative-penyelesaian-sengketa-aps-danarbitrase-sebagai-pembaharuan-mekanisme-penyelesaian-sengketa-perdata/
https://nuryantoadaim.wordpress.com/2016/04/07/alternative-penyelesaian-sengketa-aps-danarbitrase-sebagai-pembaharuan-mekanisme-penyelesaian-sengketa-perdata/
http://www.hukumacaraperdata.com/gugatan/istilah-pihak-pihak-dalam-gugatan-perdata/
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4. Metode Penelitian 

Penelitia.n ini a.da.la.h penelitia.n hukum norma.tif. Jenis ka.jia.n da.la.m penelitia.n ini a.da.la.h 

a.na.lisis yuridis norma.tif denga.n objek a.na.lisis putusa.n penga.dila.n. Penellitia.n hukum norma.tif 

a.ta.u disebut denga.n istila.h penelitia.n doktrina.l ya.itu penelitia.n ya.ng dila.kuka.n denga.n 

memperguna.ka.n sumber da.ta. sekunder, seperti a.sa.s-a.sa.s, norma., ka.ida.h da.ri pera.tura.n 

perunda.ng-unda.nga.n, putusa.n penga.dila.n, perja.njia.n serta. doctrina.l. 5  

Pendeka.ta.n ya.ng dila.kuka.n peneliti a.da. 2 (dua.) ya.itu: pendeka.ta.n perunda.ng-unda.nga.n 

(Sta.tute A.pproa.ch) da.n pendeka.ta.n konseptua.l (conceptua.l a.pproa.ch). Pendeka.ta.n Perunda.ng-

Unda.nga.n (Sta.te A.pproa.ch) a.da.la.h pendeka.ta.n ya.ng dila.kuka.n denga.n menela.a.h semua. 

pera.tura.n perunda.ng – unda.nga.n da.n regula.si ya.ng bersa.ngkut pa.ut denga.n isu hukum ya.ng 

dita.nga.ni. Seda.ngka.n Pendeka.ta.n Ka.sus (Ca.se A.pproa.ch) da.la.m penelitia.n hukum norma.tif 

bertujua.n untuk mempela.ja.ri penera.pa.n norma.-norma. a.ta.u ka.ida.h hukum ya.ng dila.kuka.n 

da.la.m pra.ktik hukum. Ha.l ini teruta.ma. ba.nya.k dila.kuka.n terha.da.p ka.sus-ka.sus ya.ng diputus 

penga.dila.n seba.ga.i yurisprudensi. Ha.l ini berma.nfa.a.t da.la.m ha.l ha.kim memutuska.n sua.tu 

perka.ra. seba.ga.i perba.ndinga.n da.la.m mempertimba.ngka.n putusa.n.  

 

5. Pembahasan 

a. Ha.l-ha.l penyeba.b terja.dinya. sengketa. kepemilika.n ha.k a.ta.s ta.na.h 

Da.la.m kehidupa.n ma.nusia. ba.hwa. ta.na.h tida.k a.ka.n terlepa.s da.ri sega.la. tinda.k ta.nduk 

ma.nusia. itu sendiri seba.b ta.na.h merupa.ka.n tempa.t ba.gi ma.nusia. untuk menja.la.ni da.n 

kela.njuta.n kehidupa.nnya.. Oleh ka.rena. itu ta.na.h sa.nga.t dibutuhka.n oleh setia.p a.nggota. 

ma.sya.ra.ka.t sehingga. sering terja.di sengketa. dia.nta.ra. sesa.ma.nya., teruta.ma. ya.ng menya.ngkut 

ta.na.h. Konflik perta.na.ha.n suda.h menga.ka.r da.ri za.ma.n dulu hingga. seka.ra.ng, a.ka.r konflik 

perta.na.ha.n merupa.ka.n fa.ktor ya.ng menda.sa.r ya.ng menyeba.bka.n timbulnya. konflik 

perta.na.ha.n.6 

Sa.la.h sa.tu bida.ng ya.ng menga.tur ta.ta. kehidupa.n wa.rga. Nega.ra. ya.ng juga. tunduk pa.da. 

hukum ya.itu bida.ng perta.na.ha.n. Pa.sa.l 33 a.ya.t (3) UUD 1945 da.n dija.ba.rka.n da.la.m UUPA. 

ya.ng tela.h menga.tur ma.sa.la.h kea.gra.ria.a.n/perta.na.ha.n di Indonesia. seba.ga.i sua.tu pera.tura.n 

ya.ng ha.rus dipa.tuhi. Sa.la.h sa.tu tujua.n pembentuka.n UUPA. a.da.la.h meleta.kka.n da.sa.r-da.sa.r 

untuk memberika.n kepa.stia.n hukum mengena.i ha.k-ha.k a.ta.s ta.na.h ba.gi ra.kya.t seluruhnya..7 

Tanah merupakan aset yang sangat penting dan merupakan modal dasar pembangunan. 

Hampir tidak ada kegiatan pembangunan (di bidang sektoral) yang tidak membutuhkan 

kegunaan tanah. Kegiatan pembangunan yang dilakukan di segala bidang kehidupan, terutama 

untuk kepentingan umum, selalu membutuhkan tanah sebagai wadah bagi pembangunan yang 

akan ditempatkan. Akhir-akhir ini pembangunan terus meningkat dan tanpa henti, namun 

persediaan tanah semakin sulit dan terbatas. Keadaan tersebut dapat "menimbulkan konflik 

karena kepentingan umum dan individu atau kelompok saling berbenturan". Kondisi demikian 

memerlukan upaya pengaturan yang bijak dan adil untuk menghindari konflik yang terjadi di 

masyarakat. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan telah melakukan upaya dengan 

mengeluarkan peraturan tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan 

umum. Hal ini bertujuan untuk "menghindari konflik yang terjadi". Namun dalam 

 
5 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung, Citra Aditya, 2004), hlm. 32. 

 
6 Syaiful Azam, Eksistensi Hukum Tanah dalam mewujudkan tertib Hukum Agraria” Makalah Fakultas Hukum 

USU – Digitized , (USU Digital Library, 2003), hlm 1 
7 Elfachri Budiman, Peradilan Agraria Solusi Alternatif penuntasan Sengketa Agraria. Vol. 01. No.1, (Jurnal 

Hukum USU,2005), hlm 74 
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pelaksanaannya sering kali menemui kendala yang berujung pada kebuntuan yang 

menyebabkan proses pembangunan menjadi terhambat.8 

Sengketa. ta.na.h diseba.bka.n oleh ba.nya.k ha.l. Ha.l-ha.l tersebut sa.nga.t domina.n da.la.m semua. 

sengketa. perta.na.ha.n, ka.rena. pera.tura.n ya.ng tida.k sempurna., ketida.ksesua.ia.n denga.n 

pera.tura.n, da.n kura.ngnya. respon da.ri otorita.s perta.na.ha.n terha.da.p integrita.s da.n kua.ntita.s 

ta.na.h ya.ng tersedia.. Berisi da.ta. ya.ng tida.k a.kura.t. Da.ta. ta.na.h ya.ng tida.k lengka.p da.n tida.k 

a.kura.t, sumber da.ya. ya.ng terba.ta.s untuk menyelesa.ika.n sengketa. ta.na.h, tra.nsa.ksi ta.na.h ya.ng 

tida.k a.kura.t, tinda.ka.n hukum pemohon, da.n perba.ndinga.n denga.n otorita.s la.in. Ini menga.ra.h 

pa.da. duplika.si otorita.s. Sengketa. ta.na.h ya.ng terja.di di Indonesia. bia.sa.nya. terka.it denga.n 

persetujua.n pemilika.n ta.na.h, pera.liha.n ha.k, da.n pengua.sa.a.n ta.na.h milik priba.di sebelumnya.. 

Untuk mengguna.ka.n ta.na.h seba.ga.i sumber da.ya. perta.nia.n seca.ra. a.dil, tra.nspa.ra.n da.n 

produktif, ha.k ula.ya.t da.n kebera.da.a.n ma.sya.ra.ka.t hukum a.da.t ha.rus diperha.tika.n. Sela.in itu, 

keutuha.n da.ta. inventa.risa.si, jumla.h/lua.sa.n, da.n sta.tus pengelola.a.nnya. ha.rus lengka.p da.n 

muta.khir a.ga.r tercipta. renca.na. ta.ta. rua.ng wila.ya.h ya.ng sera.si da.n seimba.ng.9 

Ha.l-ha.l penyeba.b da.ri konflik dibida.ng perta.na.ha.n a.nta.ra. la.in a.da.la.h keterba.ta.sa.n 

ketersedia.a.n ta.na.h, ketimpa.nga.n da.la.m struktur pengua.sa.a.n ta.na.h, ketia.da.a.n persepsi ya.ng 

sa.ma. mengena.i ma.kna. pengua.sa.a.n ta.na.h, da.n ketida.k sinkronisa.sia.n a.nta.ra. unda.ng-unda.ng 

denga.n kenya.ta.a.n dila.pa.nga.n, seperti terja.dinya. ma.nipula.si pa.da. ma.sa. la.lu ya.ng 

menga.kiba.tka.n pa.da. era. reforma.si seka.ra.ng ini muncul kemba.li guga.ta.n, dua.lisme 

kewena.nga.n (pusa.t-da.era.h) tenta.ng urusa.n perta.na.ha.n serta. ketida.kjela.sa.n mengena.i 

keduduka.n ha.k ula.ya.t da.n ma.sya.ra.ka.t hukum a.da.t da.la.m sistem perunda.ng-unda.nga.n 

a.gra.ria.n.10 

Mela.lui pa.ra.digma. positivisme, A.peldoorn pun mengemuka.ka.n ba.hwa. definisi hukum 

ha.rusla.h mela.ra.ng seluruh a.tura.n ya.ng a.da. da.n mirip menyerupa.i hukum, a.ka.n teta.pi tida.k 

memiliki sifa.t untuk memerinta.h a.ta.u perinta.h ya.ng bera.sa.l da.ri otorita.s ya.ng memiliki 

keda.ula.ta.n. Kepa.stia.n hukum menurut A.peldoorn ha.rusla.h dijunjung denga.n tinggi, a.pa.pun 

a.kiba.tnya. serta. tida.k a.da. a.la.sa.n a.pa.pun untuk tida.k menjunjung tinggi kepa.stia.n hukum ka.rena. 

sesua.i denga.n pa.ra.digma.nya., hukum positif da.la.m kepa.stia.n hukum a.da.la.h sa.tu-sa.tunya. 

hukum. 

Sengketa. ta.na.h seringka.li muncul ka.rena. a.da.nya. tumpa.ng tindih ha.k a.ta.s ta.na.h. Teori 

kema.nfa.a.ta.n bera.rgumenta.si ba.hwa. ha.k ya.ng pa.ling berma.nfa.a.t ba.gi ma.sya.ra.ka.t ha.rus 

diuta.ma.ka.n, sehingga. da.la.m memutuska.n penga.dila.n ha.rus mempertimba.ngka.n sia.pa. ya.ng 

da.pa.t memberika.n ma.nfa.a.t terbesa.r ba.gi publik. 

Da.la.m keputusa.n tersebut, Ma.hka.ma.h A.gung mungkin mempertimba.ngka.n ba.ga.ima.na. 

ta.na.h tersebut a.ka.n diguna.ka.n da.n da.mpa.knya. terha.da.p ma.sya.ra.ka.t. Ha.l ini seja.la.n denga.n 

teori kema.nfa.a.ta.n ya.ng menila.i ba.hwa. pengguna.a.n ta.na.h ha.rus menguntungka.n seba.nya.k 

mungkin piha.k. Da.la.m ha.l perda.ma.ia.n ta.na.h, keputusa.n ya.ng dia.mbil da.pa.t mempenga.ruhi 

kehidupa.n ma.sya.ra.ka.t di sekita.rnya.. Penga.dila.n ha.rus mempertimba.ngka.n da.mpa.k sosia.l da.n 

ekonomi da.ri keputusa.n ya.ng dia.mbil, denga.n tujua.n menca.pa.i ha.sil ya.ng pa.ling 

menguntungka.n ba.gi ma.sya.ra.ka.t lua.s. Teori ini juga. meneka.nka.n pentingnya. kea.dila.n. Da.la.m 

menyelesa.ika.n penyelesa.ia.n ta.na.h, Ma.hka.ma.h A.gung perlu mema.stika.n ba.hwa. keputusa.n 

ya.ng dia.mbil tida.k ha.nya. menguntungka.n sa.tu piha.k, teta.pi juga. a.dil ba.gi piha.k la.in. Kea.dila.n 

da.la.m konteks ini bera.rti memberika.n ha.k kepa.da. mereka. ya.ng bena.r-bena.r memiliki bukti 

da.n ha.k a.ta.s ta.na.h tersebut. Denga.n demikia.n, teori kema.nfa.a.ta.n memberika.n kera.ngka. kerja. 

ya.ng penting da.la.m mema.ha.mi keseja.htera.a.n ta.na.h. Da.la.m ka.sus putusa.n Ma.hka.ma.h A.gung 

No. 02/Pdt.G/2017/PN Ma.ka.le, penera.pa.n teori ini da.pa.t memba.ntu ha.kim da.la.m menga.mbil 

 
8  Isye Melo dan Feibe E. Pijoh, Dampak Pengadaan Tanah Secara Sah Untuk Kepentingan Umum, Kemajuan 

dalam Penelitian Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora, volume 473. Hlm 1. 
9ibid  
10 Ibid  
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keputusa.n ya.ng tida.k ha.nya. a.dil, teta.pi juga. berma.nfa.a.t ba.gi ma.sya.ra.ka.t da.n lingkunga.n seca.ra. 

keseluruha.n. 

Penga.kua.n ha.k a.ta.s ta.na.h oleh seseora.ng a.ta.u ma.sya.ra.ka.t ha.rusla.h dida.sa.rka.n pa.da. bukti 

kepemilika.n ya.ng sa.h da.n kua.t, sa.la.h sa.tunya. a.da.la.h ha.k a.ta.s ta.na.h da.n ruma.h. Ta.npa. bukti 

tertulis, ma.ka. seseora.ng a.ta.u ma.sya.ra.ka.t tida.k da.pa.t serta.-merta. membua.t pernya.ta.a.n ha.k a.ta.s 

kepemilika.n tersebut. Denga.n tela.h berla.kunya. Unda.ng-unda.ng Pokok a.ga.ria. (UUPA.) Nomor 

5 ta.hun 1960, ma.sya.ra.ka.t da.pa.t mengena.l bera.pa. jenis kepemilika.n ha.k a.ta.s, dia.nta.rnya. a.da.la.h 

ha.k mengua.sa.i da.ri Nega.ra., ha.k ula.ya.t da.ri ma.sya.ra.ka.t a.da.t/komunita.s a.da.t, ha.k-ha.k 

perseora.nga.n (ora.ng da.n ba.da.n hukum).  Setela.h berla.kunya. Unda.ng-unda.ng Pokok A.ga.ria. 

Nomor 5 ta.hun 1960, ma.ka. seba.ga.i implemnta.si da.ri pa.sa.l 19 UUPA. diterbitka.n Pera.tura.n 

Pemerinta.h Nomor 10 Ta.hun 1961 ya.itu penda.fta.ra.n ta.na.h denga.n sistem Rechts-Ca.da.ster, 

buka.n Fisca.le-ca.da.ster ja.di tujua.n pokoknya. a.da.la.h a.da.nya. kepa.stia.n hukum.11 

Seca.ra. ha.kiki hukum ha.rusla.h bersifa.t pa.sti da.n a.dil. Ma.ksudnya., hukum ya.ng pa.sti a.da.la.h 

seba.ga.i pedoma.n kela.kuka.n serta. a.dil a.da.la.h pedoma.n kela.kuka.n ya.ng ha.rus menunja.ng 

a.nta.ra. sua.tu ta.ta.na.n da.n dinila.i wa.ja.r. Ha.nya. denga.n bersifa.t pa.sti da.n a.dil la.h, ma.ka. hukum 

dija.la.nka.n sesua.i denga.n fungsi ya.ng dimilikinya..12 

b. Pertimba.nga.n Hukum Ha.kim Terha.da.p Putusa.n MA. No.02/Pdt.G/2017/PN Ma.ka.le 

Dika.ji denga.n Teori Kema.nfa.a.ta.n  

Pertimba.nga.n  ha.kim  merupa.ka.n  sa.la.h  sa.tu a.spek  terpenting da.la.m menentuka.n 

terwujudnya. nila.i da.ri sua.tu putusa.n ha.kim ya.ng menga.ndung  kea.dila.n  (ex  a.equo  et  bono)  

da.n  menga.ndung  kepa.stia.n hukum,  disa.mping  itu  juga. menga.ndung ma.nfa.a.t ba.gi pa.ra. piha.k 

ya.ng bersa.ngkuta.n sehingga. pertimba.nga.n ha.kim ini ha.rus disika.pi denga.n teliti, ba.ik, da.n 

cerma.t. A.pa.bila. pertimba.nga.n ha.kim tida.k teliti, ba.ik, da.n cerma.t, ma.ka. putusa.n ha.kim ya.ng 

bera.sa.l da.ri pertimba.nga.n ha.kim tersebut a.ka.n diba.ta.lka.n oleh Penga.dila.n Tinggi/Ma.hka.ma.h 

A.gung.  

Ha.kim mempunya.i tujua.n menega.kka.n kebena.ra.n da.n kea.dila.n serta. da.la.m tuga.snya. 

wa.jib sela.lu menjunjung tinggi hukum. Kehidupa.nnya. tida.k dibena.rka.n mela.kuka.n tinda.ka.n- 

tinda.ka.n ya.ng tida.k sesua.i denga.n norma.-norma. kehorma.ta.n da.n ha.rus mempunya.i kela.kua.n 

priba.di ya.ng tida.k ca.ca.t. Ha.kim, seba.ga.i sa.la.h sa.tu peja.ba.t kekua.sa.a.n keha.kima.n ya.ng 

mela.ksa.na.ka.n proses pera.dila.n, terma.suk juga. proses pera.dila.n perda.ta., suda.h tentu 

mempunya.i ta.nggung ja.wa.b ya.ng besa.r terha.da.p la.hirnya. putusa.n. Ha.kim da.la.m 

menyelesa.ika.n perka.ra. perda.ta. di penga.dila.n, mempunya.i tuga.s untuk menemuka.n hukum 

ya.ng tepa.t. Ha.kim, da.la.m menemuka.n hukum, tida.k cukup ha.nya. menca.ri da.la.m unda.ng-

unda.ng sa.ja., seba.b kemungkina.n unda.ng-unda.ng tida.k menga.tur seca.ra. jela.s da.n lengka.p, 

sehingga. ha.kim ha.rus mengga.li nila.i- nila.i hukum ya.ng hidup da.la.m ma.sya.ra.ka.t. Kepa.stia.n 

hukum ya.ng ditua.ngka.n da.la.m putusa.n ha.kim merupa.ka.n ha.sil ya.ng dida.sa.rka.n pa.da. fa.kta.-

fa.kta. persida.nga.n ya.ng releva.n seca.ra. yuridis serta. dipertimba.ngka.n denga.n ha.ti nura.ni. 

Penera.pa.n hukum ha.rus sesua.i denga.n ka.sus ya.ng terja.di, sehingga. ha.kim da.pa.t 

mengkonstruksi ka.sus ya.ng dia.dili seca.ra. utuh, bija.ksa.na. da.n objektif. 

Pa.da. putusa.n Ma.hka.ma.h  A.gung  No.02/Pdt.G/2017,  sebelum  ha.kim Ma.hka.ma.h A.gung 

memutus, ha.kim Ma.hka.ma.h A.gung juga. meliha.t pertimba.nga.n-pertimba.nga.n pa.da. putusa.n 

Penga.dila.n  Negeri  da.n  pertimba.nga.n-pertimba.nga.n  pa.da.  putusa.n  Penga.dila.n  Tinggi. 

Ma.hka.ma.h  A.gung  a.ka.n  meliha.t a.pa.ka.h a.da.  kesa.la.ha.n  da.la.m penera.pa.n hukum a.nta.ra. 

Penga.dila.n tingka.t perta.ma. da.n tingka.t ba.nding.  

Ka.rena. ta.na.h obyek sengketa. tela.h da.pa.t dibuktika.n milik H. A.li ya.ng suda.h meningga.l 

dunia. sehingga. ja.tuh kepa.da. pa.ra. Pengguga.t seba.ga.i a.hli wa.risnya. ma.ka. pengua.sa.a.n ta.na.h 

 
11 Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, (Jakarta Timur, Kencana, 2019), h.2 

 
12 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158  
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obyek sengketa. oleh sia.pa.pun a.da.la.h perbua.ta.n mela.wa.n hukum da.n ha.rus disera.hka.n kemba.li 

kepa.da. pa.ra. Pengguga.t sehingga. petitum menya.ta.ka.n menurut hukum perbua.ta.n pa.ra. Terguga.t 

da.n pa.ra. Turut Terguga.t a.da.la.h tinda.ka.n mela.wa.n hukum oleh pengua.sa. (on rechtma.tige 

Overheids da.a.d) ya.ng tela.h menimbulka.n kerugia.n ba.gi Pa.ra. Pengguga.t pa.tut dika.bulka.n. 

Berda.sa.rka.n pertimba.nga.n tersebut dia.ta.s, Ma.jelis Ha.kim berpenda.pa.t guga.ta.n Pengguga.t 

da.pa.t dika.bulka.n seba.gia.n, oleh ka.rena. guga.ta.n Pengguga.t dika.bulka.n seba.gia.n da.n pa.ra. 

Terguga.t serta. pa.ra. Turut Terguga.t bera.da. di piha.k ya.ng ka.la.h, ma.ka. pa.ra. Terguga.t da.n pa.ra. 

Turut Terguga.t ha.rus dihukum untuk memba.ya.r bia.ya. perka.ra.; Memperha.tika.n Pera.tura.n 

Pemerinta.h No. 24 Ta.hun 1997 tenta.ng Penda.fta.ra.n Ta.na.h da.n pa.sa.l-pa.sa.l da.la.m RBg serta. 

pera.tura.n-pera.tura.n la.in ya.ng bersa.ngkuta.n. 

MENGA.DILI 

Da.la.m Provisi : 

- Menola.k tuntuta.n provisi da.ri pa.ra. pengguga.t 

Da.la.m Eksepsi : 

- Menola.k eksepsi terguga.t I da.n terguga.t II serta. turut terguga.t 

Da.la.m pokok perka.ra. : 

-  Menga.bulka.n Guga.ta.n Pengguga.t untuk seba.gia.n;  

- Menya.ta.ka.n Pengguga.t a.da.la.h a.hli wa.ris da.ri A.lma.rhum Ha.ji A.li denga.n Ha.dja. 

Sa.ma.te.  

- Menya.ta.ka.n ba.hwa. Ta.na.h objek sengketa. ya.ng dikena.l denga.n na.ma. la.pa.nga.n 

Pa.cua.n Kuda.  

- Menya.ta.ka.n tinda.ka.n Terguga.t I da.n Terguga.t II mengua.sa.i da.n memba.ngun fa.silita.s 

perka.ntora.n pa.da. objek sengketa. a.da.la.h tinda.ka.n mela.wa.n hukum oleh pengua.sa. (on 

rechtma.tige Overheids da.a.d) ya.ng tela.h menimbulka.n kerugia.n ba.gi Pa.ra. Pengguga.t; 

Menghukum Pa.ra. Terguga.t untuk menga.nti rugi kerugia.n ma.teriil ya.ng diderita. Pa.ra. 

Pengguga.t denga.n rincia.n ha.rga. ta.na.h pa.da. sa.a.t ini pa.da. objek sengketa. a.da.la.h 1 m2 

senila.i Rp.5,000.000, (lima. juta. rupia.h) x 30.000 m2 = 150.000.000.000 (sera.tus lima. 

puluh miliya.r rupia.h) da.n kerugia.n imma.teria.l sebesa.r Rp. 500.000.000.000,- (lima. 

ra.tus milya.r rupia.h) ya.ng dia.kiba.tka.n perbua.ta.n Terguga.t I da.n Terguga.t II;  

- Menghukum da.n memerinta.hka.n kepa.da. Terguga.t I da.n Terguga.t II untuk 

mengosongka.n ta.na.h objek sengketa. da.la.m kea.da.a.n kosong sempurna. da.n 

mengga.nti kerugia.n ta.na.h objek sengketa. senila.i kerugia.n ma.teriil ya.ng diderita. Pa.ra. 

Pengguga.t; Menya.ta.ka.n sega.la. sura.t-sura.t ta.na.h ba.ik berbentuk Sertifika.t Ha.k Milik 

da.n sertifika.t ha.k Pa.ka.i da.n Ha.k guna. ya.ng dikelua.rka.n oleh Turut Terguga.t a.da.la.h 

ca.ca.t hukum serta. tida.k mengika.t;  

- Menghukum Terguga.t I da.n Terguga.t II untuk memba.ya.r ua.ng pa.ksa./dwa.ngsom Rp 

2.000.000,- (dua. juta. rupia.h) untuk setia.p ha.ri keterla.mba.ta.n memenuhi putusa.n ini 

denga.n ba.ik, terhitung seja.k putusa.n ini diuca.pka.n;  

- Menghukum Turut Terguga.t untuk ta.a.t da.n memenuhi isi putusa.n ya.ng tela.h 

mempunya.i kekua.ta.n hukum teta.p;-Menola.k guga.ta.n pa.ra. Pengguga.t sela.in da.n 

selebihnya.; 

- Menghukum pa.ra. Terguga.t da.n pa.ra. Turut Terguga.t untuk memba.ya.r bia.ya. perka.ra. 

ya.ng timbul da.la.m perka.ra. ini seca.ra. ta.nggung renteng sebesa.r Rp. 1.931.000,00 

(Sa.tu Juta. Sembila.n Ra.tus Tiga. Puluh Sa.tu Ribu Rupia.h);  

Demikia.n diputuska.n da.la.m ra.pa.t musya.wa.ra.h Ma.jelis Ha.kim, pa.da. ha.ri Jum’a.t, ta.ngga.l 

20 Oktober 2017, 

Berda.sa.rka.n pertimba.nga.n tersebut dia.ta.s, Putusa.n Penga.dila.n Negeri Ma.ka.le jika. diliha.t 

da.ri kepa.stia.n hukum suda.h bena.r da.n tepa.t serta. tida.k sa.la.h da.la.m menera.pka.n hukum denga.n 

pertimba.nga.n seba.ga.i berikut, ba.hwa. tinda.ka.n Terguga.t I da.n Terguga.t II tida.k memiliki a.la.s 

ha.k la.gi untuk menempa.ti a.ta.u mengua.sa.i objek sengketa.. Tinda.ka.n mengua.sa.i da.n 
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memba.ngun fa.silita.s perka.ntora.n pa.da. objek sengketa. a.da.la.h tinda.ka.n mela.wa.n hukum oleh 

pengua.sa. ya.ng tela.h menimbulka.n kerugia.n ba.gi pa.ra. pengguga.t. Berda.sa.rka.n putusa.n 

penga.dila.n ya.ng tela.h berkekua.ta.n hukum teta.p, menghukum da.n memerinta.hka.n kepa.da. 

Terguga.t I da.n Terguga.t II untuk mengosongka.n ta.na.h objek sengketa. da.la.m kea.da.a.n kosong 

sempurna. da.n mengga.nti kerugia.n ta.na.h objek sengketa. senila.i kerugia.n ma.teriil ya.ng diderita. 

Pa.ra. Pengguga.t. Da.n Menya.ta.ka.n sega.la. sura.t-sura.t ta.na.h ba.ik berbentuk Sertifika.t Ha.k Milik 

da.n sertifika.t ha.k Pa.ka.i da.n Ha.k guna. ya.ng dikelua.rka.n oleh Turut Terguga.t a.da.la.h ca.ca.t 

hukum serta. tida.k mengika.t.  

Meskipun putusa.n tela.h memenuhi a.spek kepa.stia.n hukum a.ka.n teta.pi menurut penulis 

ha.kim da.la.m mempertimba.ngka.n putusa.n ma.sih kura.ng memperha.tika.n terha.da.p da.mpa.k 

sosia.l da.ri putusa.n tersebut dima.na. da.pa.t menga.kiba.tka.n ketida.kpua.sa.n di ka.la.nga.n 

ma.sya.ra.ka.t a.ta.u piha.k-piha.k ya.ng terda.mpa.k. Da.la.m bebera.pa. ka.sus, keputusa.n ya.ng 

mengedepa.nka.n kepa.stia.n hukum sa.ja. tida.k sela.lu mengha.silka.n kea.dila.n. Ha.kim diha.ra.pka.n 

untuk menca.ri solusi ya.ng tida.k ha.nya. sa.h menurut hukum, teta.pi juga. memberika.n ma.nfa.a.t 

da.n kea.dila.n ba.gi piha.k-piha.k ya.ng bersa.ngkuta.n. Seca.ra. keseluruha.n, putusa.n Ma.hka.ma.h 

A.gung No.02/Pdt.G./2017/PN Ma.ka.le mencerminka.n pema.ha.ma.n ya.ng ba.ik mengena.i 

kepa.stia.n hukum, teta.pi menunjukka.n kekura.nga.n da.la.m ha.l penera.pa.n teori kema.nfa.a.ta.n. 

Penting ba.gi lemba.ga. pera.dila.n untuk tida.k ha.nya. menitikbera.tka.n pa.da. a.spek lega.lita.s, teta.pi 

juga. untuk mempertimba.ngka.n da.mpa.k sosia.l da.n ma.nfa.a.t da.ri keputusa.n ya.ng dia.mbil. 

Denga.n demikia.n, keputusa.n hukum da.pa.t lebih mencerminka.n kea.dila.n da.n keseja.htera.a.n 

ma.sya.ra.ka.t seca.ra. keseluruha.n. 

Pertimba.nga.n ha.kim da.la.m perka.ra. ini, menurut penila.ia.n penulis lebih condong pa.da. 

unsur pemenuha.n kepa.stia.n hukum. A.ka.n teta.pi, kura.ng da.la.m unsur pemenuha.n kema.nfa.a.ta.n. 

Ha.kim da.la.m putusa.nnya. ha.rusnya. juga. mempertimba.ngka.n ba.ga.ima.na. ta.na.h tersebut a.ka.n 

diguna.ka.n da.n da.mpa.knya. terha.da.p ma.sya.ra.ka.t. Seperti ya.ng diketa.hui ba.hwa. guga.ta.n ini 

mengena.i ta.na.h kering da.hulu persa.wa.ha.n selua.s kura.ng lebih 30.000 M2/3 Ha. dima.na. da.la.m 

objek sengketa. tersebut tela.h diba.ngun sekola.h, gedung ola.h ra.ga., ka.ntor puskesma.s ra.ntepa.o, 

ka.ntor lura.h pa.sele, ka.ntor ca.ba.ng dina.s pendidika.n, ka.ntor dina.s kehuta.na.nda.n perkebuna.n, 

ka.ntor ba.da.n koordina.si kelua.rga. berenca.na. da.n pemberda.ya.a.n perempua.n, ka.ntor ba.la.i besa.r 

konserva.si sumber da.ya. a.la.m Sulsel, ba.la.i pengeloa.a.n da.n pengenda.lia.n lingkunga.n hidup, 

guda.ng perta.nia.n, ka.ntor PT. Telkom ca.ba.ng Ra.ntepa.o. Ha.kim perlu mela.kuka.n a.na.lisis ya.ng 

lebih menda.la.m a.pa.ka.h keputusa.n ini seja.la.n denga.n kepentinga.n umum, dima.na. keputusa.n 

ya.ng lebih memperha.tika.n kebutuha.n da.n ha.ra.pa.n ma.sya.ra.ka.t a.ka.n mengha.silka.n ma.nfa.a.t 

ya.ng lebih lua.s. Ha.kim seha.rusnya. menila.i ba.ga.ima.na. putusa.n ini a.ka.n mempenga.ruhi 

keseja.htra.a.n sosia.l, terma.suk da.mpa.k ekonomi da.n sosia.l ba.gi ma.sya.ra.ka.t ya.ng terkena. 

da.mpa.k da.ri a.da.nya. sengketa. ta.na.h tersebut. Sehingga. penga.dila.n perlu mempertimba.ngka.n 

sia.pa. ya.ng da.pa.t memberika.n ma.nfa.a.t terbesa.r ba.gi publik. 

Ha.l ini seja.la.n denga.n teori kema.nfa.a.ta.n ya.ng menila.i ba.hwa. pengguna.a.n ta.na.h ha.rus 

menguntungka.n seba.nya.k mungkin piha.k. Da.la.m ha.l perda.ma.ia.n ta.na.h, keputusa.n ya.ng 

dia.mbil da.pa.t mempenga.ruhi kehidupa.n ma.sya.ra.ka.t di sekita.rnya.. Penga.dila.n ha.rus 

mempertimba.ngka.n da.mpa.k sosia.l da.n ekonomi da.ri keputusa.n ya.ng dia.mbil, denga.n tujua.n 

menca.pa.i ha.sil ya.ng pa.ling menguntungka.n ba.gi ma.sya.ra.ka.t lua.s. Teori ini juga. meneka.nka.n 

pentingnya. kea.dila.n. Da.la.m menyelesa.ika.n penyelesa.ia.n ta.na.h, Ma.hka.ma.h A.gung perlu 

mema.stika.n ba.hwa. keputusa.n ya.ng dia.mbil tida.k ha.nya. menguntungka.n sa.tu piha.k, teta.pi juga. 

a.dil ba.gi piha.k la.in. 

 

6. Kesimpulan 

Ha.l-ha.l ya.ng menyeba.bka.n konflik dibida.ng perta.na.ha.n a.nta.ra. la.in: Keterba.ta.sa.n 

ketersedia.a.n ta.na.h dima.na. berkura.ngnya. la.ha.n ya.ng da.pa.t diguna.ka.n untuk berba.ga.i 

keperlua.n seperti perta.nia.n, peruma.ha.n da.n industri. Ketimpa.nga.n da.la.m struktur pengua.sa.a.n 
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ta.na.h merupa.ka.n kesenja.nga.n da.la.m pemilika.n da.n pengua.sa.a.n ta.na.h a.nta.ra. kelompok 

ma.sya.ra.ka.t. Ketia.da.a.n persepsi ya.ng sa.ma. mengena.i ma.kna. pengua.sa.a.n ta.na.h dima.na. seca.ra. 

konstitusiona.l nega.ra. tida.k la.gi bertinda.k seba.ga.i pemilik a.ta.s ta.na.h mela.inka.n ha.nya. seba.ta.s 

seba.ga.i pemenga.ng ha.k mengua.sa.i. Ketida.ksinkronisa.sia.n a.nta.ra. unda.ng-unda.ng denga.n 

kenya.ta.a.n dila.pa.nga.n, konflik perta.na.ha.n di indonesia. sering ka.li dipicu oleh a.da.nya. 

ketida.ksinkrona.n a.nta.ra. unda.ng-unda.ng ya.ng berla.ku denga.n kenya.ta.a.n di la.pa.nga.n sehingga. 

menimbulka.n da.mpa.k buruk ba.gi ma.sya.ra.ka.t. 

Pertimba.nga.n Hukum Ma.jelis Ha.kim berpenda.pa.t guga.ta.n Pengguga.t da.pa.t dika.bulka.n 

seba.gia.n, oleh ka.rena. guga.ta.n Pengguga.t dika.bulka.n seba.gia.n da.n pa.ra. Terguga.t serta. pa.ra. 

Turut Terguga.t bera.da. di piha.k ya.ng ka.la.h, ma.ka. pa.ra. Terguga.t da.n pa.ra. Turut Terguga.t ha.rus 

dihukum untuk memba.ya.r bia.ya. perka.ra.; Memperha.tika.n Pera.tura.n Pemerinta.h No. 24 Ta.hun 

1997 tenta.ng Penda.fta.ra.n Ta.na.h da.n pa.sa.l-pa.sa.l da.la.m RBg serta. pera.tura.n-pera.tura.n la.in 

ya.ng bersa.ngkuta.n. Menurut Jeremy Bentha.m tujua.n hukum a.da.la.h untuk memberika.n 

ma.nfa.a.t da.n keseta.ra.a.n ya.ng sebesa.r-besa.rnya. kepa.da. ma.sya.ra.ka.t berda.sa.rka.n fa.lsa.fa.h sosia.l 

ya.ng menunjukka.n ba.hwa. semua. ora.ng menginginka.n persa.ma.a.n da.n mengguna.ka.n hukum 

seba.ga.i a.la.t untuk menca.pa.i persa.ma.a.n tersebut. Da.la.m perka.ra. ini, pertimba.nga.n ha.kim lebih 

condong pa.da. kepa.stia.n hukum , na.mun kura.ng pa.da. kema.nfa.a.ta.n. Da.la.m menga.mbil 

keputusa.n, ha.kim ha.rus mempertimba.ngka.n ba.ga.ima.na. ta.na.h a.ka.n diguna.ka.n da.n da.mpa.k 

ya.ng a.ka.n ditimbulka.nnya. terha.da.p ma.sya.ra.ka.t. Putusa.n ha.kim ya.ng mencerminka.n 

kema.nfa.a.ta.n a.da.la.h ketika. putusa.n ha.kim tida.k ha.nya. menera.pka.n hukum seca.ra. tekstua.l, 

teta.pi juga. da.pa.t mengeksekusi seca.ra. efektif untuk  kepentinga.n kedua. bela.h piha.k  da.n 

ma.sya.ra.ka.t seca.ra. keseluruha.n. 
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